
85 

. I 

6,1 I Tahun 1999 tentang 

I 

I 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 
Pedornan Umum Pcngaturan Mengenai Desa; 

' I 
6. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 63 'l'ahun I ~99 tentang Petunjuk 

Pe laksanaan clan Penyesuaian Poristilahan Dala n Penyelsnggaraen 
Pernerintahan Des a clan Kel urahan; / 

I 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pe rncrintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 
Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tenrang jTeknis Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan da.n Bentuk Rencafa Undang-undang, 
Rancangan Peraruran Pernerintah dan Rancangan Kep1/lusan Presiden; 

• I 

5. Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tal1Un 1999 tentang 
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam [Negcl'i, Kepulusan 
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalar)1 Negeri rnengenai 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan 
Des a; ; 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tenlang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tobu Samosir dan Kabupareu Daerah Tingkat Il 
Mandailing Natal (Lembnran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan 
Le mbaran Ne gnra Nomor 3794 ); 1 

I . I 
2. Undang-undang Nornor 22 Tal11111 1999 le11lang Pemeriutahun Daerah 

(Lernbaran Negara Tahun 1999 No mor 60, Tambuhan Lernbaran Negara 
Nomor 3839); 

b. bahwa sesuai ketentuau dari pasal 111 Undaug-undang Nomor 22 Tahun 
1999 dan pasal .51 Kcputusan Menteri Dalam Negeri Norrior 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Urnum Peraturun Mengeriai Desa dipandang perlu 
untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupatcn Toba Samosir teutang 
Peraruran Desa, 

a. bahwa dengan telah dike luarkannyn l~nclang-1111d~~ng Nornor 22 Tahun 
1999 tentang Pernerintahan D, erah, 1111lul~ '. rnenyelenggarakan 
Pernerintahan Desa Kept la Desa diberi kewcnangan uutuk mengatur 
rurnah tangganya sendiri dengan me mbuat Perutumn Desa;' 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

DENGA,1\1 RAHMAT TUHAN YANG :tvW{A ESA 

PERATURAN DESA 

TENT ANG 

I • 
I NOMOR: 12 TAI-ItJN 2000 

I I 

PERATURAN DAERAH YJ\BUPATEN TODA SA~ffJSIR 
I I 

.... 

Mengingat 

Menirnbang 
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(1) Benluk Peraturan Dcsa dilclapkan sebagaiu.ana tercantum dalam larnpiran Peraturan Daerah 
IHI. 

PasaJ 2 

BEr-i"TUK PERATURAN DESA 

BAD II 

. I 
g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutuya disebut BPD adalnh Badan Perrnusyawaruran I 

Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka masy,falrnt yang ada d~ 
Desa yang bersangkutan. 

I , 

Pemuka-pemuka masyarakar adaluh pemuka-pemuka masyarakat yunJ clipilih dari kaJauga1i 
adat-istiadat dan go lcngan dari profesi, agruna, budayawan, seni1rnu111 dau pendidikan yang 
sesuai dengan kcndisi sosial budaya rnasyarukat Desa seternpat. · 1 ' 

d. Desa adalah kes~tuan rnasyarakat hukurn yang merniliki kewenangau 111Jtu~ 1~1cngaatur dan 
mengurus kepentingan masyaaikat seternpat berdasarkan asal usul clan uda: istiadat seternpat 

. I 

yang diakui dala.m sistim Pemeriutahnn Nasional clan berada di daerah Kalpupattln; 
I 

e. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang diterapkan o leh Kepala Desa melalui 
rnusyawarah dan rnufakat dan rnendapat persetujuan dari Badan Pen.vakilfID Desa; .. 

I 
f Keputusan Kepala Desa adaluh semua keputusan yru1g merupakan pclaksana dari Peraruran 

Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pernerintahau dan Pembangunan di 
Desa sepanjang tidak bertentaugan dengan kepentingan urnum ma11pt111 peraturan perundang- 
undangan yang berl aku, . 

c. Carnal adalah Kcpala Kecauiaran di Kubupule n Toba Sruuosir; 

b. Bnpati adalah Bupati Toba Samosir; 

a. Daerah adalah Daerah Kabuparen Toba Sarn osir; 

.. ·DaJam Peraturan Daerah ini yang di maksud de ngan: 

Pasal 1 

Y-..ETENTU AN mvr UM 

BAB I 
,, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIH. TENTANG 
PERATURA."N DESA 

Menetapkan 

ivrEl\HJTUSK.'\N : 

I 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEIL.\B KAJ3lJPATEN TQBA SA:t\'lOSJR 

i 

Dengan pcrsetujuan 

8. Keputusan Meuteri Dalam Negeri Nomor 65 Tn\11111 1999 tentang 
Pedoman Pengaturan Pernbentukan Kelurahan, 



rsl 

I 

(3) Dalarn hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat utau pejabat lain yang dittlnjuk 
menghadiri penetapan tersebut, berkewajiban untuk mernberi pengarahan, 

(2) Dalarn penetapan Peraturan Desa sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) sejauh rnungkin 
dihindari adanya pemungutan suara 

(1) Peramran Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dau harus me ncerminkun keiugiuan 
masyarakat Desa sesuai dengan adat istiadar dan kondisi sosial budaya serta tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 7 

Rancangan Peraturan Desa yang rnenyangkut bidang pernbangunan · Desa, didalam 
penyusunannya Kepala Desu disamping tugasnya dibantu ole h Perangkat Desa juga dibantu oleh 
Lembaga Kernasyarakatan Desa bi dang Pernbangunan dan mendapat persetujuau 'dari BPD. 

Pasal 6 

(3) Rapat Desa sebagairnana pada ayat (2) dihadiri olch pejabat l~n _yang dihunjuk, 
diberitahukan kepuda Camat dengan laporan kepada Bupati. 

(2) Agar dapat mengetahui dan menjulunkan aspirasi dan keinginan inasyarakat maka 
penyusunan Peraturan Desa mengenai anggaran pe nerimaan clan peugeluaran keuangan Desa, 
Pernerintah Desa rne ngadakan rupat Desa de ngan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial 
budaya setempat. 

I 
. I I 

(1) Rancangan Peraturnn Desa sebagaimana dirnaksud pada pasal 5 ayal ( J ), disarnpaikan kepada 
para anggota BPD selumbut-Iumbatuya ti gu kali dua puluh erupat .jam sebelurn BPD 
menyelenggarakan rapa: untuk mernbahas dun me netapkan Peraturan' Desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 ayat (2). 

Pasal 5 

rnengadakan rapat 
I 

l 
(3) Ap~bila rapat BPD ?inyatukan ~idak sah, rnaka BPD menetukau .waktu 

berikutnya selambat-Iambatnya tiga hari sete lah rapat sebelurnnya. I · 1 

I 

: (2) Dal am hal jumlah anggota BPD ya.11g hadir kurang dari jumlah sebagaimana dirnaksud dalam 
ayar (2) rapat Badan Perwakilan Desa tidak syah, 

Pasnl 4 

I 
I 

(2) Kepala Desa rnenetapkan Peraturan Desa setelah rnendapat persetujuan o}ri BPD. 
I 
I 
I 

(1) Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD rnengadakan rapat yang dihJliri oleh sekurang- 
kurangnya dua pertiga dari jurnlah anggota l3PD. 1 

(1) Runcangan Peraturan Desa disusun oleh Kepula Desa chm atuu BPD. 

Pasul 3 

TATA CARA PENETAPA.hf PERATURAN DESA 

BAB IfI 

(2) Muatan materiyerah1rnn Desa deugan perurnusan ynng jelas siugkat dun tidak bertentangan 
dengan kepentingan umurn dan ketentuan peraturan peruudang-undangan yang lebih tmgg: 
tingkatannya, 

~ 
• J - 
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(5) Pemerintah Desa dalarn hal tidak dapat rnenerirna keputusan Peu.criutah Kabuparen tentang 
pembatalan Peraluran Desa clan Keputusan Kepala Desa sebagaimana .dimaksud dalam ayat 
(,t) dap~t meugajukan keberuran kcparla Pernerintah dan atau P,~rn~rint,f h Propinsi. 

I 
I 

I 

(4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desu sebagaimana dimaksud 
dnlam ayat (3) diberitahukan kepadu Pernerintnh Desn ya11g bersnngkutru: dun BPD deugan 
menyebutkan alasan-alasannya. 

(3) Pernerintah Kabupaten dapat membatalkan Peruturan Desa dun Keputusun Kepula Desa 
yang berte ntangan dengan kepentingan unuun aluu peraluran peruudaug-undangun] yang 
lebih tinggi tiugkatannya, · 

(2) Perarurau Desa yang ditolak cleh IWD, selumbar-lumbamya 14 (ernpat belus) hari terhitung 
mulai tanggal penolakan, hams sndah dilaporkan kepada Bupai: deugan ternbusan kepada 
Camat oleh Kepala Desa disertai dcngan pe nje lasan dan alasan pe nolakan. 

(1) Peraturan Desa yang te lah mendapat persetujuun dari BPD, selambat-Iarubaiuya 14 (empat 
belas) hari terhitung mulai tanggal persetujuan harus sudah dilaporkan kepada Bupati 
dengan ternbusan kepada Carnal oleh Kepala Desa. 

(.l) BPD yang teluh rnenerima Pcralur.ui Desu sebagaimanu di11iakt-.1Hl piidu pusal 9 ayat (3) 
sclambat-Iambarnya 30 hari sudah daput meruberikan persetujuuu ;1t~11 pe no lakau. 

I . 

I 
(2) Apabila dalain waktu sebagairnana dalaru ayat (1) BP D beliuu meuil.erikun persetujuan, 

!, ' rnaka Peraturan Desa dirnaksud dinyatakan herlaku. 

Pasal 10 

(3) Untuk rnendapat perserujuan dari BPD sebagaimaua dirnaksud dalam ayal (1) selambat 
lambatnya 30 hari setelah selesainya musyawaruh, l.arus sudah dapat diterima cleh BPD. 

(1) Peraturan Desa sebagairnana dimaksud dalam pasal 8 dapat di laksanakai: sete lah mendapar 
persetujuan dari BPD. I ' 

I : I 

(2) Peraturan Desa yang harus mendapat persetuj uan dari BPD seb:;gtji mtllla dimaksud dalam 
ayai (1) adalah Peratnran Desa yang: 1 ' 

a. Menetapkan peraturan-peraruran yang bersifat mengatur 
b. Meuetapkan segala sesuatu ya11g rnenyungkut kepeutiugan masyarakul Desa dengan 

memperhatikan konclisi sosial budaya dan ndat istia lat 
c. Menetapkan segala sesuatu yang rneni rnbul kan beban Lit1gi keuangan Des a. 

Pasal 9 

TATA CARA PENClAMBTLAN KEPlJTUSAN 

BAB IV 

(2) Peraturan Desa sebagaimuna dimuksud dalam ayat (1) tiduk 
Bupati. 

I 

I 
I ! ' 
I 

n1,;1m~rl1dja11 pengesahan dari 
i I 

(.l) Peraturan Desa ditandalangani oieh Kepala Desa, 

Pasal 8 

• 4 • 
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I • 

• ' I 

Dougan berlakunya Peraluran Daeruh iui, uiaka sogula keteruuau-keteutuau -lain y,rnJJ meugatur 
mougenni Pernrurnn Desa, yang bertentungan dcngan Pcrat11n111 D:wrn1i i/ii dinyatakan tidak 
berl aku lngi. 

Pasal 16 

KE'I1~N'nJAN PENUTUP 

BAB VJ 

,(3) Keputusan pembatalan Perarura» Dcsa rlan Kt:p11tw;an Kepaln Desa 
j Desa yang bersangkutun disertai nlasan-alasannya, 

(2) Perarurau Desn chm Kep ut 11sa11 Kepalu Desa sebagaimana di maksurl dalam pasal 13, upuhi la 
teruyata setelah dilaksanakan berteutangan dengau kepentiugan masy~·ukal dun peraturan 
perundang-undangan yang berluku, dibatulkan o leh Bupati, utas usul I duri BPD melalui 
Cnmnt setempat. i 

I 
I 

<1{b~rital111lrn11 kepada 
I 

i I 

1 

(1) U11t11k pengawasan Peluksunaan Peruturun Desa dilakukau oleh HJ>D .lan melaporkun 
· hasilnya kei;ada Bupnti dengun rernbusau kepada Carnal. 

f:EDUDUI<:AN PERATURAN DESA 
TffRI-iADAJ KEPENTJNGAN UMOM, PERATURAN DAEllt\fl DAN I 

PERA run AN PER UNDANG- {JNI) AN 0/\N YANG LEB m TTN GG I Tl N (JK.A TANNY,\ 

BAB V 

:;(1) Kepala Desa mernberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanuau P,m,lunu~ Desa kepada 
! DPD. 
~ 
j(2) Kepala Deso meuynmpaikau Inporan pertangguugjawaban sehuguiuuuiu dimnksud dalam 
;l ayat ( l) kepuda Bupari dengun terubusan kepada Carnal. 

Pasal 14 

(1) Dalum hal pelaksannan Peruturnn Desn, Kepula Desa wujil: meuerapkun Petunjuk 
Pelaksanaan deugan Keputusan Kepalu Desu ' 

{2) Keputusan Kepala Desa sebagairnana dimaksud dularn ayat (1) cli~tas; dilaporkan kepada 
i Bupati dan tembusan kepada Carnal. I 

Pasal 13 

I 
fernturan Desa sebagaimana dirnaksud dalruu pasal 1 J ayat (1) se lumbat-lumbmnya 14 (empat .. 
1Delru1) hari sejak tanggal diterima o!ch Bupati harus sudah meruberikan tanggapan atas · 
Peraturan Dcsa dimaksud, dan jib dalum wuktu yang ditcutukan tiduk .ada tunggupun, maka 
Penit11ran Desa tersebut dapat diberlnkukan di desa. 

Pasal 12 

. ) . 
l . 
l 
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. 
1':1\ilH/\1{'/\N l)AEHAH KABlll'A'l'EN 'l'<ln1\ SAMosm 
Ol'vlOR 10 T/\HUN 2000 SEJU D 

rm:-:. Si\ I I J\ I. i\ T Atvl P u BO 1.0 N . 

c 'np/dl~> 

Dikh1pka.11 di B,il'i,~!1' ; 
puda t,111g.~1iil 8 .:\gw;t11~ ~ooo 

.... 

tn111ra11 Darrah iui mului berlaku sejuk Ianggul diuudaugkun. 

br seliup orung dapal uiengetuhuiuya, 1111;:111ti1·i11!aliluu1 p~,ug1111clanga11 l\,n111i; au ba\irnll 1111 
~gnn pcucmparannyn dalam Lcmbnrnn Dacrah Knbupaten Tobu 8amoi;ir. ' 

Pasal J 8 

~-lwl y:m.,~ belum diumr dulan: ]\,ral11rw1 Duoruh ini akun diulur h1:111i11li:lli'. d1:11.~;m Sumi 
~11tus:in Bupaii sepanjang mcugeuai pclaksanaauuya 

. (, 
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'.-la111a 1),~!;:l. 

Nama Kccanuuan. 
1·~:1111:1 I-'. ah11pa1,•11 Tnh:1 ::::1111111:i,· 
~~anrn J \1rnl 11ra11 Desn . 
.-\la:::111· al a:~:ui/pl'l'I i 111l1a11.~a11-p\;' rl i 111ba11.~a11 1.w 111 b uutuu l'rrnl 11n111 Di:·~:i. 
D:i:,iu' I lukum Pcnctnpuu Peruturnn Desn. 

7 ~·l:1l(•1·i l't'n1hll'a11 Dcsa (p~\ru11111sa1111va !ii11·11s [clus) si11.~lrnt da11 Iidak berteutangun 
· ,i,·111!:11il·:1'1,·11111:il1111·r:1111r:111 1wn11ula11i;:-;1111la11.~1111 y;u1g lul>il, 1i11~_1;i 1i11.~kata;1111y1L . 

' ... I l' I " : 1 :ull :, llill,~~111 r.~·pa ~I 1)•:i;a, 
. N:1111:1 l·:,.-p:ila D,·:,:1. 

KEPAJ,A DESA ·:·············••oooooo•(l) 

~8): 

...................... I. : ., (9) 

' . ·-··-····· ·-. --··- ·-··. -·····-··----·--·--·----- 

Ditetapkun di 
Pnda tnn.i;gal : : . 

l'\·rl.1111.i ( ·i) 
l·>c!11:1 ( "/) 
,1::1 

I . 

Menetupkun : f-'i!nduran O ,~a (I) 
l•:t·rn111nlrn1... i)) 
1·.:;1li,11iill,111 (J) 
T·.·111n1 !.S, ( ,1) 

i\·fE[\i(UTlJSK/ N 

~ L, 11; mbunc ' ("<) l\.Lt,• • l ,, .!': I ••••••••••••••••••••••• '.................. - 

.. +:11!.!i11.i;a.t : - .. , .. - .. - (6) ·- . 

KJ:f> A Li\ l) l~SA ......... l 1) 

.................... (·l) 

'J'ENJ'ANCJ 

1 ···1···· \'1" \1' N '2) T.' ... "DlJl)A'l"'"l-'N (1) .• • .',(,. f· !\' , .. ;"\ l l'.J"U) L ~ • .. .. .. .. .. • • 

l'l<lU\TIJltf\N Dl~SA. ( I) 

-------·-··-- ;=======;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;a;;;;;.;; .. -·-----·--------- --- - - .. - 

PEitATU ltAN DAIJU\H KAH UPATEN TOB/\ SAl'vfOSIR 
N<Jt\·iOll. TAB LlN 2000 
TANCJOAL: 
TENTANG PERATlmAN DESA 

L1\M.l1! RAN 

7 


